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PEMBENTURAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SALATIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAMA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAK TINGKAT IT SALATIGA

Henimbang 3 a, bahwa dalan rangka peningkatan kelancaran
penyelenggaraan permerintahan dah perbanguna
i an secara berdaya guna dan berhasil guma

> khuspenya yang menyangkut perencanaan pem-
bangunan di Kotaradya Daersh Tingkat II Sa
latiga, maka perlu meninjau kezbali Kepu-
tusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat

II Salatiga Nomor 061/01195/1981 tentang
Pembentukan Badan Perencanaan Penmbangunan
Daerah Kotamadya Deerah Tingkat II Salati-

& j
be bahwva sesuai densnn eputusan Presiden No--

K

nor 27 Tahun 1980 jis, Keputusan Hentori
Dalan Negerl Nomor 262 Talum 1977 dan Kepy
tusan Henteri Dalam Negeri Nomor 185 Tahun
1980 serta sebagal pelaksanaan dari Inetrukg
sl Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa
Tengah Nomor 06141/127/1987, maka dipan = -
dang perlu menetapkan kembeld Pembentukan,

Susunan -Oooooo.oog‘z}



Susunan Organisasi dan Tata Ieréa Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah otamadya
Daerah Tingkat II Salatiga dengan Pera =
turan Daerah,

t ! 1. Undang Undang Nomor 5 Tahm 197, tentang :

Heng Pakok-pokok Pemerintahan di Daerah j

2, Undang Undang Nomor 17 Tehun 1950 ten-
tang Pembentukan Deerah-dasrah Kota Ke-
cil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur,
Jawva Tengah dan Jawa Barat j

3, Keputusan Presiden Nomor 27 Tamm 1980 -
tentang Badan Perencanaan Pemban
Daerah 3 '

4e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Pg
rencanaan dan Pengendalisn Pembangunan
di Daerah ;

5. Keoutusan Henteri Dalam Negerl Nomor 362
Tehun 1977 tentang Pola Organisasi Peme-
rintsh Daerah dan Wilayah j

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185
Tehum 1980 tentang Pedoxman Organisasi
dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembe: =
ngunan Deerah Tingkat I dan Badan Peren-
canaan Pembangunan Daerah Tingkat II §

7e Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat
I Jawa Tengah Nomor 061/32/1981 tentang -
Penbentukan dan Penentuan Tipe BAPPEDA -
Hingkat II di-Prepinsi Daereh Tingkat I
Jawva Tengah § _

8e Instruksi Gubernur Ke Daerah Tingkat
I Java Tengah Nomor 061,1/127/1987 ten=
tang Penetapan Pembentukan, Susunan Orgy
Ndsas) dan Tata Kerja Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah EKotamadya Daerah Ting
kat II se Java Tengah dengan Peraturan
Danrah,

| Dengan persetujuan Devan Pervakilan Rakyat Daersh Kotamadya
Daerah Tingkst II Salatiga ,

HEMUTUSKAN ®ecccssccssee
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MEMUTUSKAN

Menetapkan ¢ PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
#i SALATIGA TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANY
SASI DAN TATA KERJA BADAN PEREHCANAAN PEM -
BANGUNAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

SALATIGA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pagal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimeksud demgan 3

a, Walikotamadya K;Fh Daerah adalah Walikotamadya Kepala
Daersh Tingkat II Salatdga 3

b, Pemerintah Daersh adalsh Pemerintah Kotamadya Daerah Ting
kat 11 Salatiga j :

c. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tyngkat II Salatiga 3

d, BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pentangunan Daersh Kotau
dya Daerah Tingkat II Selatiga §

. Instansi Vertikal adalsh porangkat Departemen/Nan Departc
pen yang mempuryal Wilayah kerja di Kotaradya Daerah Tin
xat II Salatiga § -

£. Dinas dan Satuan sasl %:Lndalnl Iingkungan Pemerd)

® tah Deerah mmoﬁfﬁ dan Satuan Organisasl yang penye
lenggarakan wewenang, tugas dan tanggung javab Pemerinta
Kotanedya Daerah Tingkat II Salsatiga % i

Be Kecamtan-kecamtan dan Badan-badan lein edalah Kecamata

kecamatan dan Badan-badan yang bereda dalam Wilayah Eota
dyuDaenhTinghtIISahﬂga.
BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk BAPTEDAs

BAB IIX
KEDUDUKAN, TUGAS POKOX DAN FUNGSI
Paml 3 'YX XL R L]



Pagal 3

(1') pAPPEDA zdalsh Badan Staf yang langsung berada di bavah
gan bertanggung jawvab kepada Walikotamadya Kepala Deerah,

(2) SAPPEDA dipimpin oleh seorang Ketuae

Posal 4

BAPPEDA penpunyal tuges potok membantu Kalikotamadya Kepala
Daerah dalsm menentukan kebl jaksanaan 41 bddang perencanaan

pembangunan di Dacrah serta penilcian atas pelaksanaannya,
Pasal 5

Untv: menyelenggarckan tugas tersebut Pasal 4 Peraturan Dae -
rah ini, BAPPEDA mempunyai fungsl 3

a, menyusun Pola Dasar Pembangunan Daerah yang terdiri dari
Pola Umm Pembangunzn Daerah Jangka Panjang dan Pola Umun
PELITA Daerah 3 ' )

be menyusun REPELITA Daerah j

c. menyusim Rencana Pembangunan Tahunan di Daerah sebagal pe-
laksansan Rencana-rencsna terszebut pada huruf a dan b pa=-
sal inl yang dibdayail oleh Daorah sendiri ataupun yang di-
usulkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I untuk dimasuk «
lan k3 calam Rencana Daerah Tingkat I dan atau yang diusul
lan kepada Pemerintsh Pusat untuk dimasukian ke dalam Rene
cana Pembangunan Tahunan Nasional j

de melakukan koordinasi g:remcanaan diantara Dinas-dinas, sa-
tuan Organisaei lain dalam Lingkungen Pemerintah Daerah,
Indtansi-instansi Vertikal, Kecamatan-kecamatan dan Bedan-
badan lain j

« menyusun Remncana An Pendapatan dan Belanja  Dae
e bersana-sara dtmgnngﬁgg:um Keuag;an, dengan kotjardinaai 0=
kretaris Kotamadya/Daerah .

f. melakukan koordinasi dan atau mengadakan penelitian umtuk
kepentingan perencanaan pembeangunan di Daersh j -

g mengikutl persiapan dan perkembangan pélakeanaan rencana
penbangunan di Deerah wntuk penyempurnaan perencanzan le =
tdh lanjut 3

he meRonitor cecsees
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E il el tor pelaksanaan penmbangunan di Deerah j
i g tan lain dalan rencanaan sesual
o r@éal‘k;’kgtﬁ ui Valikotamadya m mamh.
BAB IV
ORGANISASI
Baglan Pertama

Susunan Organdsasi
Pasal 6

1) BAPPEDA terdiri dari

8e Ketua 3

b, Sekretariat j

c, Bidang Pendataan dan Laporan j
d, Bidang Ekonoml 3

. Ridang Soslal Budaya 3

f, Bidang Fisik dan Prasaranz,

[2) Sekretariat terdird darl 3 urusan dan dipimpin oleh seo-
rang Sekretaris,

) Masing-masing Bidang terdirl dsri 4 Seksi dan dipimpin
oleh Seorang Kepala Bidang,

Sekretaris dan Kepala Bidang berada di baweh dan bertang
$) gmg javab kepada Ketua BAPrEDA,

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 7

qetarist mempunysi tugas memberikan pelayanan teknis dan
dmnistratif kepada seluruh Satuan Organisasl dadam Linglamg
h BAPPEDA, :

Pazal 8

ntuk menyelenggarakan tugas tersebut Pasal 7 Peraturan Dae—
Bh ini, Sekretariat mempunyal fungsi 3

menyusun rencana kegiatan tahunan BAFFEDA § .
. b. nehkmm P Y YY YT LS

R
e



s polaksanakan urusan keuangan j
o, molakukan urusan wmm,

Pagal 9

(1) Sokretariat texdirli dari 3
a, Urusan Penyusunan Rencana Kegiatan Tahuman BAPPEDA 3
b, Urusan Keusugan j '
co Urusan Umm,

(2) Masing-pasing Urusan sebagainana dimaksud ayat (1) Pasal
ini, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di baweh
dan pertanggurg jawab kepada Sekretaris,

Pasal 10

(1) Urusan Penyusuran Rencana Kegigtun Tahunan BAPPEDA mempy
nyail tugas mempersiapimn penyusunan rencana keglaten ta-
lman BAPPEDA, mengikuti pelaksansan dan melakukan evaly -
agl atas pelakcanzermye,

(2) Urusan Keuangan mempunyail tugas melakukan urusan keuang-

B e

@ (3) Urusan Umm mompunyal tugus melskuken urusan surat nenyy

i rat, urusan kepegavaiun, urusan runsh tangga den urusan

perlengkapan,

Bagian Ketiga
. Bideng Pendataan dan Laporan
Pagal 11

Pagal 12

f Untuk monyelenggarakan tugas tersebut Pasal 11 Peratursn Dag
4 m@h ind, Bidang Pendataan dan laporan mempunyel fungsl 3 -

8o lengu!pu]hn ooc...;ub
: 24




- n dan menyusun data hasil pelaksamman progran/
proyek pembangunan 3
golakuksn analisa dan penilaisn mengemai peluksanaan pom-
bangunsn §

laporan hasil pelaksanaan bangunan di Deerzh
~ c.hn 1aporan Ua]:[kotamdg: Kepala Dager:h 3
pelakukan penyusunan statistik dan dokumentasi mengenai
haeil pelaksanaan pembangunan di Daerah,

Pasal 13

{1) Bidang Pendataan dan Laporan terdiri dari 3

t  a, Seksl Pengumpulan Data §

be Sekel Analisa dan Penilaian j

ce Sekel Pelaporan 3

de Seksl Statistik den Dokumentasi,

R2) Seksi-seksl sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ma-
sing-maging dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di-
bawah dan bertanggung javab kepaca Kcoala Bidang Pendatg
an dan Laporan, :

Pasal 14

‘§1) Seksi Pengumpulsn Data merxpunyai tugas mengumpulkan dan m
merpersiapkan dets mengensd pelekearnan progran pembanguy
-3

) Seksi Analiga dan Penilaian mempunyai tugss mempersisapien
bahan~-behan dan data laporen pelaksarmsw perbangiman da -
lam rangka analisa dan penilaian, :

) Seksi Pelaporan mempunyai tugas menyuswn laporan  hasil
pelaksanaan pembangunan dan mempersiapken leporan Waliko-

i tapadya Kspah Daerah,

£) Seked Statistik dan Doumentasi mempunyai tugas menyusm

statistik dan melakukan dokumentasi rengenai hasil pelak-

sanaan pembangunan,

Bagian Keempat
-Bidang Ekonomi
Pagal 15
Bidang secssccecnasy



a4dang xonoml nempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasi-
xan xeglatan perencanaan penbengunan pertanian, industri,pex
un. dan energl, perdagangan den koperasi, serta pengepn
m.ngan dunia usaln..

Pagzl 16

Untak penyelenggarakan tugas tersebut Pasal 15 Peraturan Deg
rah ird, Gideng Eronoml menpunyai fungsi 3

uken keglatan perencanaan pembangiman pertanian, in-
. ﬁﬁ?z. pertacbengan dan energl, perdagangan dan kopérasi
gerta pingemvangan dunia ushba 3

b pengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangiunan perta
pian, industri, pertambengan dan energl, perdagangan dan
xopersal serta pengembangan dunia ussha yang disusun oleh
Dinns-dines Daereh, Satuven Organieasl lein dalam Idngiung
an Pemerintah Daerah, Instansi-instansi Vertikal, Kecazay
an-kecapatan dan Dadan-badan lain j
pelekuen inventarisasl permasalshan di bidang ekonomi
serta perwaucan langkah-iangkeh kebijeksanuen pemecahan -
nya 3
d, melukukan dan atau mengkoordinasikan penyuswnan program
tehwnen di tidang ckonori yarng meliputd pertanian, indus-
tri, pertanbangan den cznergl, perdagengun dem koperael
sorta peagenbangan dimia ussha dalanm rangka melaksanakan
REPELITA Daerah atau proyek-proyek yang diusulken kepeca
Penerintah Propinsl Daerah Tingkat I Jawa Tengah wmtuk di
pasukkan ke dalam Progrsm Daerah Tingkat I dan atau yang
diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan ke da-
lan progrem tahunan nasional, 3

Ce

Pasal 17

(1) Didang Fxononl terdiri dari
a, Seksl Pertanien
b, Seksl Industri, Pertambangan dan Energl 3
ce Seksi Perdagangan dan Koperael j
d, Seksli Pengembangan Shunia Usaha, ,
(2) Sekpi-sok=l sobageimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ne-
sing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada

di bawah eo0escsvevese
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41 baweh dan bertanggung jawab-kepada Kepala Bidang Ekono -
: s Pasal 18

(1) Seksi Pertanian mempunyal tugas mempersiapkan bahan penyy
sunan TEncana dan program pembangunan pertanian tanaman

pangan, peternaken, perikanan dan perkebunan,

(2) seksi Industri, Pertambangan dan Energl mempumyal  tugas
mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan progran pem-
pangunan industrl serta pertanbangan dan energle :

E (3) Seksl Perdagangan dan Koperasinmemmpmyal tugas mempersia

‘ kan bahan penyusunan rencana dan program penbangunan per-
dagangan dan perkoperasian,

(4) Sekal Pengembangan Dunia Usaha mempunyai tuges mempersiap
ken behan penyusunan rencana dan program pembangunan un—
tuk pengembangan dunia usaha, pembinsan golongan ekonoml
Jemzh dan penenapan mod al,

‘ Bagian Kelima
Bidang Sosial Sudaya
Pasal 19

Bideng Sosial Budeye mempunyai tugas melakukan dan mengkoor=
4B dinasikan keziaten perencansan pechanguren di bidzng pendl -
| diyen, mental spiritval, » emerintehan, kesejahteraen rakyat,

penersngan dan komunikaai serta kependuduken,
Pacal 20

B Untuk menyelenggaraken tugas tersebut Pasal 19 Peraturan Dag
fl rah ini, Bidang Soeial Budaya mempunyal fungsi 1 :
R ¢, melskukan kegiatan perencanaan pembanguan pendidikan,mpen
3 tal spiritual, pemerintahan, kesejahteraan rakyat, pene -
rangan dan kommikasl serta kependudukan j
b, mengkoordinasikan dan momadukan rencana pembanguran éi bj
dang pendidikan, mental spiritual, pemerintahan, kesejah-
teraan rakyat, penerangan dan kommikasi serta kependuduf
en yang disusun oleh Dinss-dinas Daersh, Satuan Organisa-
gl lain dalam Lingkungan Pemsrinteh Dasrah, Instansi-ins-
taned Vertikal, Kecamatan-xecamatan dan Badan-bedan laing
; Ce mBlAKUKEAN ¢eecesass

L ]
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' . on inventarigasl permasalahan di hidang- sosiao budg
Co wlglégé:npemusan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahap

Vel s '

: A atau mengkoordinasiknn ponyusuman

& aomﬁ“éﬁm Sosial%udayn yang melirpyuuti pendm:m:%
1;1 spiritual, pemerintahan, kesejahteraan rakyat, pane —
rangan don kommikasi serta kependudukan dalam rangka pe -
1aksenaan REPLIITA Caerah a*au Proyek-proyek yang diusulkan
xepada Pemerintah Propinsl Deerzah Tingkat I Jawa Tengah un
tux gipasukken ke dalen program Daerah Tingkat I dan atau
yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasuidan ke
dnlam program tahunan nasiomal,

Pasal 21

: (1) Mdomg Sosial Budaya terdird dari
seksi Pendidiien, Hental Spiritual dan Pemerintuhan
a Gorsi Kosejantorazn Relyat ; }
c. Sekzal Penerangzn dan Eommikasi ;
de Seksi Kependudukane

(2) Scksi-sosl sebagsimana Aincksud eyat (1) Pesal ini, m -
sins-nasing dipinpin oleh seorang Kepala yang berada di -
bawah dan bertenggung jawab kepeda Kepala Bidang Sosial
Budayae

fasal 22

(1) Soksi Pendidikan, lental Spiritual dan Pemerdintahan mexpil
nyal tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencena dan pro
gran pembangunan pendidilan generasl muda, kebudaysan,
ggama, hulam dan pemerintahan,

(2) Seksi Kosejahtersan Rakyat mempunyai tugas mempersiapkan
behan pemyusunan remcana dan program vembangunan kesghatan
sosial, perumahan rakyst, peranzn wvanita dan keluarga bo-
A rencana,

) Seksl Ten ran dan Kommikasi nen a
) e e e Remcoas dea peoéiia Peatangimal pene:
rengan, pers dan kommikasi sosial,

(4) Seksl Kepondudulan mompunyai tugas mempersiapian bahan pe-
sunan rencana dan program pembangunan ketenagaan, trang

graol den kependudukan,
Bagian Keenan qeccceccccsccce
28



Bagian Keenan

Bidang Fislk dan Prasarana
Pagal 23

Lo Fisik dan Prasarana mempunyai tuges melalakan dan meng
. iinasikan kegiaten peroncanaa . pembanguman dan tata guma
_, gerta sumber alam dan lingkungan hidup, '

Pagal 24

penyelenggarakan tugas tersebut Pasal 23 Peratiran Dae-
ini, Bidang Fisikx dan Prasarana mewpunyai fungsi

{18 je1akukan keglatan perencarsen pembangunan pengairan, per-
#Bputungan dan parivieata, tata rueng den tata guna tanah ,
erte suuber aiam dan lingkungan hidup g

nengkoordinasikan dan menadukar remcana pembanguman pengu-
an, perhubungan den parivisete, tata ruang dan tata guma
ansh serta sumber alam dan lingkungan hidup yang disusim
oleh Dinas~dinas Paerah, Satuen Orgznicesi lain dalam ling
“@mgan Pencrintah Daerah, Instansi-instensi Vertiksl, Xecs
‘B tan-kecanatan dan Badar~budan lain j

l1avuken inventarieas] vermesalaher dd bidang fisik dan
#@rrasarara serta merusmuskan langkah-lengkeh kebi jaksanaan
jifpeaccabannya g g

‘pelakukan den atau mengkoordinasikan penyuswnm n
puean du bidang fisik prasarana yang aeliputf pengnj;%
@0, perhubungan dan parjuisata, tata ruung dan tata guma
@ensh serta sumber alan dan lingkimgan hidup dalam rangka
‘xilbelsy sannan REPELITA Daersh atau Proyok-proyek yang diusul
"B kepada Pemerintch Propinsi Daorsh Tingkat I Java Tenge
“Bh untuk dimasukien ke dalam program Daerah Tingkat I dun
“@tau diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan kg
.;falan progranm tahunan nasionel,

Pasal 25

«§Bidang Pielk den Prasarana terdiri dard 3
8, Sekel Pengairan j
gb, Seksi Perhubungan dan Pariuisata ;

Ce S&Si s80c2¢c000ca0nANcng
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c. Seksl Tata Ruang dan Tata Guna Tanah §
d: Seksl Sumber ilam dan Lingkungan !lidup,

(2) Seksi-scksl ssbagulmcia dimoksud ayst (1) Pasal 4ni, ma-
ging-masing dipimpdn olch ssorang Kepala yang berada di-
pawah dan bertanggung javab lepada Kopela Bidang Fisik
dan Prasarana,

Pasal 26

(1) Sexsd fengedrer mempunyal tuges mezpersiapken bahan pe -

nyusursn rencana Lon progror pembangunan pengairan,
(2) Seked Perhuctungan dan Ferivisata mempunyai tuges memper-
slarken baben penyusunan rencena ¢an program pembanguran

asarana jalan rhubungzn darat, pos dan telekomumikg
serta pariuin’sagz. .

(3) deisl Tata Ruurg dan Tata Guna Tench oenpunyni tuges men
perulapkan tahur penyusunan rencana den jrogram pengatuz
zn tata rueeng dan tata quna tanah, :

(4) Scsd Samdor Alza den Iingamgan Hidup weopunyel  tugas
nemwersiapkan bshan penyusunan rencana dan progran penosy
faatan sumber alan dan pemeliharsax lingkungan hidup
yang serasie

7AR ¥

TATA KERJA
Pasal 27

Ketua BAPFZDA dalan nolel:sanskan tugzsnys berdasarkan kebljsk
conaan yang ditetapkan ¢leh ¥alikotamedya Kepala Daerah,

Pasal 28

Untuic welaksanaken tugesnya, Ketun, Sekretaris, pera Kepala
Bidung, pera Kepela Trusan dan para Kepzla Seksi pada BAPPE-
DA, vajio menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sin -
Ironisasl secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkung
an Pemerintah Daereh maupwm dengan Instanel lsin sesuai deng
an tugas pokok nesing-masing,

Pagal 2) ececsccccce
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Pagal 29

¥ | Setdap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan BAPPE
) = javab memimpin dan mengkoordinasikan ba -
\ebamnyd masing-masing dan memberikan bdmbingan serta pe
umjuk"]”tunjuk bagl pelaksansan tugas bawahannya,

setiap Pimpinan Satuan Organisasl wajib mematuhi petun -
juk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing
B8 dan menyampaikan laporen berkala pada waktunya,

| Sa

g Setep D Gart bavabas. dan iper et oo
; pan penyusunan lebih lanjut serta sebagal petunjuk kepo.-
da bawahammya,

Pasal 30

H 4) Dalan mempersiapkean rencana dan program pembangunan di

Daerah, BAFPEDA wajib melaksanakan dan memelihara hubung
an kerja secara konsultatif dengan Instansi-instansi di-
Propinsl Daerah Tingkat I Jawa Tengah dann hubungan ker-
ja secara koordinatif dengan Instansi-instansi di Daerah,

BAPPEDA bersama-sara Instansi Vertikal di Daerah wajib
zemelihara dan mengembangkan rencana pembanguman di Dae-
rah secara terpadu,

-

Pasal 31

am nelaksanakan kegiatan perencansan di Daerah, BAPPEDA
84ib mengusahakan keterpaduan antara rencana Nasional dan
sS8erah serta rencana antar Daerah,

Pagal 32

§) Hubungan kerja sama BAPPEDA dengan BAPPENAS bersifat kon
§ sultatif fungsional melalul BAPPEDA Propinsi Daerah Ting
kat I Java Tengah,

%P) Hubmgan kerja sama BAPPEDA dengan BAPPEDA Propdnsi Dae=
nl]: Tingkat I Jawa Tengah beraifat konsultatif fumgsio -
ns Fras e

Pasal 33

(1) lhlﬁn ®eeeg9eveoay
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(1)« Dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, BAPPEDA menyusun dan  mengkoordinasikan
gerta mengalokasikan rencana anggaran untuk masing-masing
program pembangunan Dserah,

(2) Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dae-
rah tahun yang bersangkutan secara keseluruhan dikoording: -
sikan dengan Sekretaris Kotamadya/Daerah,

Pasal 34

Bagan Susunan Organisasi BAPPEDA adalah sebagaimana tercantum
dalsm lampiran yang werupekan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Daerah ini,
BAB VI
KEPEGAWAT AN

Pasal 35

(1) Ketua BAPPEDA diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kg
pela Dasrah Tingkat I Jzss ueul Wslikotamadya Kepala lao-
rah,

(2) Sekretaris dan para Kepala Bidang pada BAPPEDA diangkat
dan diberhentikan ocleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
atas usul Walikotamadya Kepala Daerah,

(3) Pejabat-pejabat/pegavai lainnya di lingkungan BAPPEDA di-
angkat dan diberhentikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah
atas usul Ketua BAPPEDA,

Pasal 36
Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawvaian di-
atur kemudian sesual dengan peraturan perumdang-undangan yang
berlaku, : 3

BAB VIXI
Pasal 37

: (1) 808313 »oooooooogha



biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas BAP
1) %lsibebankan pada Anggaran Daerah,

Dangan 44dak mengurangl ketentuan tersebut pada ayat (1)
pasal ini, kepada BAPPEDA dapat diberiken bantuan sesual

dengad peraturan perundang-undangsn yang berlaku,

Pasal 38

1-bal yang belun diatur dalam Peraturan Deserah ini akan al

3 4ur kemudian oleh Walikotamadya Kepala Daerah sepanjang
renal pelaksanaannysse

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 39,
nPPEDA yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikotamadya Ke

~ $,1s Daerah Tinglat II Salatiga Nomor 061/01195/1981 dinyata
n terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini,

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 40

Dengan berhkunya Peratwran Daerah ini, maka Keputusan Walikg
amdya Kepala Deerah Tingkat II Salatiga Nomor 061/01195/1981
tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota

PaMI 41 'YYXXXEXEL R L 2
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Pasal 41

peraturan Daerah ind pulat berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setdap orang pengetahuinya, memerintahan pengundangan
Peraturan Daerah inl demngan penempatannya dalam Lembaran Deg
rah Kotamadya Deerah Tingkat II Salatiga,

Salatiga, 14 Jull 1988,

DEWAN PERWAKILAN RAXYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGEAT II TINGKAT II SALATIGA
SALATIGA
KETUA, 5

Cap. ttd. Cap. ttd.

KATIMNADN DOELRACHMAN PRAWIROSOEDIRO

Disahkan den Xeputusan Gubernur
Kepala Daerah t I Jawa Tengah

Tanggal 3 25 Agustus 1988 Nomor 188.3/

182/1988,

An, SEKRETARIS WILAYAH/DAFRAH TINGKAT I
JAVA TEIGAHR -

Kepala Biro Hukum,

Capo ttd,
R. ABDOEL MOECHNI, SH
NIP.500037588

Diwmdangken dalanm Ierbaran Daerah Kodya
Dati II Salatiga Nomor 10 Tanggal 1 Ok-
tober Tahun 1988 Seri D MNo,9

: SEXRETARIS KOTAHADYA/DAERAH

(hpo ttd.

" Drg, MULATTO
NIP, 010 046 351
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SUSUNAN ORGANISASI

LAMFIRAN 3 Peratu Kotanadya Da
BAGAI D0 PNCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ran Dasrah Kotamadya Deerah

, Tingkat II Salatige.
- m%wwsbg DAERAH TINGKAT II SALATIGA ‘ s e \ , Nomar + 2 Tahun 1988,
-8B K T Tanggal g 14 Juld 1988,
SEXRETARTAT
[ R ) 3
URTSAN RISEN URUSAN
PENYUSUNAN REICANA KEUANGAN UM UM
KEGIATAN
B smoaw RIDANG BIDANG RIDANG
B | pamamany DAY LapoRAT EKONOMI | SOSIAL BUDAYA FISIK DAN PRASARANA
i m\\\\\\L [ i ol e
R [ smst : SEKST SEXST SERST
i — PRIGMPULAN DATA PERTANIAK PEDIDIXAN MENTAL SPT PENGAIRAN
: RITUAL DAY PEMERTNTAI
K . SEKSI R SEESI SIESI i S SEEey
: Yumm ANALISA DAN USTRI,, PERTAMBANGAY] KFSEJAHTERAAN PERHUBUNGAM DAN
: PENILATAN DAX ENERGI RAKYAT. PARIVISATA
SEXST SEXST , SEXSI SEXST -
PELAPORAYN PERDAGANGAN DAN PENERANGAN DAK TATA RUANG DAN
KOPERAST KGMNIKAST TATA GUNA TANAH
SEXSI SEKST " SERSI . . SEEeT
STATISTIK DAN " — PGEMBINGAN DUSIA KEPEIDUDUKAN SUMBER ALAM DAN
DOXUMENTAST TSAHA LINCXINGAN HIDUP
DEWAN PERWAKXIAN RAKYAT DAERAH WALTKOTAMADYA KEPALA DAERAH
KOTAMADYA DATI IX SATATIGA TINGKAT IT SALATIGA
KETUA,
Caps ttd, Cap, ttd,

KATIMAN, : DOETRACHMAN. PRAUTRAQNATHTHA



NOMOR 2 TAHUN 1988 '

TZNTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DASRAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT IT SALATIGA

1. PENJELASAN UMM 3

Berdasarkan Keputusan Preaiden Republik Indonesia Ng
or 27 Talm 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan

B angunan Daereh jo. Koputusan Henteri Dalan Negerl No-
nor 185 Telmm 1980 tentang Pedozan “=genlgasi dan Tata Xep
Ja BAPPEDA Tingkat X dan Tingkat II dan Perzturan Caerah
Propinsd Daersh Tingkat I Jawva Tengah Nomar 21 Tahun 1931
tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Ferej
cenaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa
Tengah meka berdasarkan Keputusan Walikotamadya Kepala Da
rah Tingkat II Salatiga tanggal 27 Agustus 1981 Nemor 0617
01195/1981 dibentuk Badan Perencanaan Pembengunan Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga,

Untuk lebih meningkatkan kelancaran penyolenggarcan

" pemerintahan dan pembangunan di Daerah secara berdaya guma

dan berhasil guna khususnya yang menyangkut bidang peremncsi
pasn pembangunan di Kotamadya Daersh Tingkat II Salatiga ,
naka sesual dengan ketentusn Pasal 107 ayat (2) Keputusan

Menteri Dalam Negeri Nomor 185 Tahun 1980 dan Instruksi Gy
bernur Kepala Dasrah Tingkat I Java Tengah Nomor 061.1/127
1987, meka dipandang perlu wntuk menotapikan Peraturan Dae—

- yah tentang Pembentukan, Susunan Organisasl dan Tata Kerja

I,

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Ting

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.3

Pasal 1 sampai dengan 3 - a;cpkup jelas,

~ Pasal 5 seeccccavoey



Pasal 5 sube t Dalam fungainya menyusun Renca-
- na Anggaran Pendapatan dan Belap
Ja Daerah, maka BAPPEDA Tingkat
II rempersiapken sesuatu yang -
berkaitan dengan penyusunan RAP-
BD "Pembangunan® sejak dari penyu
sunan perkiraan pendapatan gan -
pal dengan alckasi ‘anggarannya,

pasal 6 sampal dengan 103 Cukup jelas,

Rasal 11 ¢ Keglatan pengumpulan data, moni-
toring, analiea dan penilaian a=
tas hasil pelaksansan pembengim-
an di Deerah yang menjedi tugas
bidang pendataan dan laporan di-
maksudkan dalan rangka mencari

- umpen balik bagl penyempurnaan

i perencanaan pembangunan di Dae-=
rah,

pasal 12 pampal dengan 148 Cukup jelas,

15 inTugas Bidang Exonomd ini adalsh
keadaan yang senyatanya, khusus-
-nya di dalanm mempersiapkan pelask
sanaan fungsl BAPPEDA tersebut
pada pasal 5 sub o Peraturan Dag

. rah ini,
16 sampai dengan 323 Cukup jelas, :
33 3 1ihat penjelasan Pasal 5 sub e,

34 sampai dengan 361 Cukup jelas,
sal 37 sampel dengan 383 Cukup jelas,
usal 39 sampad dengan 413 Cukup jelas,

24



